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ABSTRAK
Gambaran kemandirian daerah dalam era otonomi tercermin pada kemampuan suatu daerah dibidang sumber daya keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang utama dalam Pemerintahan Daerah. Pengelolaan terhadap sumber PAD harus kreatif dan inovatif dalam menemukan serta mengembangkan potensi sumber-sumber PAD. Sehingga semakin banyaknya sumber PAD yang dimiliki semakin banyak sumber pendapatan yang dipergunakan untuk membangun daerahnya. Khususnya di sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi penghasil devisa pembangunan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagai varible independent. Dan Pajak Daerah sebagai variable dependent. Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kuantitatif. Menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah.
Dari hasil penelitian yang berjudul Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2020, perkembangan pajak daerah Kota Bandung berfluktuatif. Berdasarkan koefisien determinasi dan uji hipotesis secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pajak Daerah. Secara parsial Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Daerah.
ABSTRACT

Regional independency picture in the era of autonomy is reflected on the ability of an area of financial resources in areas. Revenue  is the main source of finance in local government (PAD). The management of against sources of revenue must be creative and innovative in finding and developing the potential PAD. So that larger number of sources of revenue which belongs to the more sources of income is used to build the area. Especially in the tourism sector as a source of foreign exchange earning economic development.
This study attempts to analyze factors that affect. tax revenue Of them which is the hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax as varible independent. And local taxes as dependent variable. The kind of research has been taken is quantitative researchUsing a technique of statistical analysis descriptive. Based on the linear regression that, multiple hotel tax restaurant tax, and entertainment tax have leverage against local tax revenue.
The research entitled analisi factors influencing the local tax revenue in the city of Bandung in 2015-2020, the development of the city of Bandung fluktuatif. Local taxes based on the determination and the hypothesis simultaneously, hotel tax restaurant tax, and entertainment tax influences. Local taxesIn partial, hotel tax restaurant tax, and entertainment tax significant impact on local taxes.
Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Tax
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pasal.18..Undang-undang.dasar.tahun.1945.dinyatakan.bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingatkan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal..tersebut..dapat..digunakan..sebagai landasan..yang..kuat..bagi..daerah..untuk..menyelenggarakan.....otonomi....melalui kewenangan..yang..luas, nyata..dan..bertanggung..jawab. Otonomi.yang.dimaksud adalah..Otonomi.Daerah..yang..berarti.sebagai..kewenangan.daerah.otonom.untuk mengatur..dan..mengurus..kepentingan..masyarakat..setempat...menurut...prakarsa sendiri..berdasarkan..aspirasi..masyarakat...sesuai..dengan...peraturan...perundang-undangan.. 
Pembangunan...daerah...merupakan...bagian...meningkatkan...taraf....hidup masyarakat..baik...moril...maupun..materil. “Pembagian daerah integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UndangUndang, dengan memandang dan mengingatkan dasar permusyawaratan dalam 2 sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal.tersebut.dapat..digunakan..sebagai..landasan..yang..kuat bagi..daerah..untuk..menyelenggarakan..otonomi..melalui..kewenangan.yang.luas, nyata.dan.bertanggung.jawab. 
Otonomi..yang..dimaksud..adalah..Otonomi..Daerah..yang..berarti..sebagai kewenangan....daerah...otonom...untuk...mengatur....dan...mengurus...kepentingan masyarakat..setempat..menurut..prakarsa..sendiri..berdasarkan.aspirasi.masyarakat sesuai..dengan.peraturan..perundang-undangan..Dengan.dikeluarkannya..Undang-Undang..No.32..Tahun..2004..menjelaskan..bahwa..daerah..diberikan...hak...untuk mendapatkan..sumber..keuangan..yang..antara..lain:..berupa..kepastian.tersedianya pendanaan..dari..Pemerintah..sesuai..dengan..urusan..pemerintah.yang.diserahkan, untuk..tujuan..tersebut....Pemerintah.....Daerah..harus..memiliki...kekuatan....untuk menggali.potensi.sumber–sumber.PAD.dan.Pemerintah.harus.mentransfer.sebagai pendapatan.dan..atau..membagi.sebagian.pendapatan.pajaknya.dengan.Pemerintah Daerah..Dan.Undang-Undang.No..33.Tahun.2004.tentang.Perimbangan.Keuangan Pusat.dan..Daerah,.memberikan.peluang.yang..besar..bagi.daerah.untuk.mengelola sumber..daya..alam..yang..dimiliki..agar..dapat..memberikan...hasil..yang.optimal. Setiap.pemerintah..daerah.berupaya.keras.meningkatkan.perekonomian.daerahnya sendiri.termasuk.meningkatkan..perolehan.Pendapatan.Asli.Daerah.(PAD). 
 Pajak adalah salah satu sumber penerimaan dana yang potensial yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan di dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pajak .daerah adalah kontribusi wajib .oleh pribadi perorangan atau badan yang bersifat memaksa dimana tanpa mendapatkan imbalan langsung dan juga dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan juga digunakan sebesarnya-besarnya untuk mejalankan roda pemerintahan. Retribusi daerah ialah  pungutan yang dilakukan kepada semua masyarakat baik jasa ataupun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk orang pribadi atau badan. Setiap daerah sudah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat . Dalam melaksanakan pembangunan didaerah harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat yang senantiasa bekerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 
Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah secara bijak. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus dengan adil dan merata. Ciri utama yang menunjukkan dimana suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan setiap keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus punya  kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai setiap penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
Menurut laporan realisasi anggaran penerimaan PAD Kota Bandung, pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan sangat penting dan memberikan kontribusi cukup besar yang akan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah khususnya di Kota Bandung. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah direvisi beberapa kali atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.18 Tahun 1997. Pajak Daerah Kota Bandung sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah yang tinggi tentu akan sangat membantu untuk merealisasikan pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki banyak potensi besar untuk menjadi sumber penerimaan daerah.

Pajak Daerah yang ada di  Kota Bandung berkontribusi besar dalam PAD Kota Bandung. Pajak Daerah di Kota Bandung sendiri terdiri atas sembilan bagian pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Reklame. Masing-masing mata/bagian pajak memberikan kontribusi pendapatan untuk PAD Kota Bandung. Berikut Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019:
Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

(dalam Juta)
	No
	Jenis Pajak
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Pajak Hotel
	204.149 
	215.285 
	274.809 
	295.385 
	300.755 
	314.143 

	2
	Pajak Restoran
	142.376 
	181.868 
	241.788 
	278.746 
	325.361 
	368.643 

	3
	Pajak Hiburan
	41.821 
	50.449 
	69.831 
	85.094 
	88.856 
	88.704 

	4
	Pajak Reklame
	23.641 
	18.107 
	25.653 
	12.861 
	23.864 
	29.493 


	No
	Jenis Pajak
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	5
	PPJ
	159.123 
	178.144 
	177.358 
	193.033 
	201.170 
	204.101 

	6
	Pajak Parkir
	12.150 
	20.234 
	29.289 
	40.725 
	43.748 
	45.271 

	7
	Pajak Air Tanah
	26.020 
	30.260 
	33.686 
	30.581 
	33.168 
	34.960 

	8
	BPHTB
	418.787 
	399.885 
	440.329 
	696.097 
	590.172 
	511.182 

	9
	PBB
	372.793 
	391.020 
	418.672 
	542.682 
	552.130 
	558.077 

	Jumlah
	1,400,863 
	274.923 
	1.711.417 
	2.175.209 
	2.159.229 
	2.154.579 


Sumber: www. Data.bandung.goid (data diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan yaitu penerimaan pajak daerah Kota Bandung periode 2015-2019 mengalami fluktuatif. Kenaikan penerimaan pajak daerah ini diperoleh pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan penurunan penerimaan pajak daerah diperoleh di tahun 2018 dan 2019. Dengan adanya otonomi daerah ini, setiap daerah akan berusaha semaksimal mungkin mencari potensi-potensi yang dimiliki guna dapat dijadikan sumber penerimaan daerah, otonomi daerah  akan memunculkan inovasi baru yang sangat memungkinkan terjadinya perubahan di sistem administrasi dan ekonomi suatu daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. 
Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Dana perimbangan, (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Didalam Undang-Undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya yang  memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mewujudkan otonomi daerah ini, kemampuan keuangan daerah adalah salah satu faktor penting karena terkait azas desentralisasi daerah kabupaten dan kota sebagaimana daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini berarti pemerintah daerah secara finansial diharuskan bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Dengan diterapkannya  otonomi daerah, setiap daerah akan berupaya maksimal untuk  menggali potensi-potensi yang dimiliki guna untuk dijadikan sumber penerimaan daerah. 
Otonomi daerah juga akan memunculkan inovasi terbaru yang memungkinkan terjadinya perubahan sistem administrasi dan ekonomi di suatu daerah agar meningkatkan penerimaan daerahnya. Penyempurnaan Undang-Undang terkait pemerintahan daerah diharapkan menjadi suatu bentuk upaya pemerintah untuk membuat suatu daerah menjadi lebih mandiri serta mengurangi ketergantungan daerah kepada  pemerintah pusat khususnya dalam membiayai rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat dijadikan oleh masing-masing daerah guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, pasal 6 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai sumber dari (a) Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan (d) Berbagai Pendapatan Asli Daerah yang bersifat sah. Pemerintah Kota Bandung merupakan bagian dari pemegang tanggung jawab atas kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah yang terus berupaya untuk menunjukkan tingkat kemandirian melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dibawah ini adalah target perkembangan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung dari tahun 2014 sampai 2019 :
Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2014-2019

	Tahun
	Target PAD
	Realisasi PAD
	Pencapaian Target

(+/-)

	2014
	Rp1.808.509.055.075
	Rp1.716.057.298.378 
	-Rp92.451.756.697 

	2015
	Rp2.066.246.830.526 
	Rp1.859.694.643.505 
	-Rp206.552.187.021 

	2016
	Rp2.767.404.903.364 
	Rp2.152.755.704.962 
	-Rp614.649.198.402 

	2017
	Rp3.015.836.590.302 
	Rp2.578.457.420.885 
	-Rp437.379.169.417 

	2018
	Rp3.397.309.517.811 
	Rp2.571.591.786.199 
	-Rp825.717.731.612 

	2019
	Rp3.252.540.610.057 
	Rp2.548.258.990.275 
	-Rp704.281.619.782 


Sumber: Badan. Pengelolaan. Keuangan dan. Aset Kota Bandung 
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Gambar 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2015-2019

Sumber: www.data.bandung.go.id 
Berdasarkan tabel 1.2 dan Gambar 1.1 diketahui tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung berfluktuasi namun .cenderung meningkat. di tahun 2014 hinnga dengan 2017,tetapi mengalami penurunan realisasi di tahun 2018 walau tidak terlalu signifikan dan cukup signifikan di tahun 2019. Hal ini memperlihatkan dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2014 sebesar Rp. 1.716.057.298.378,di tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.859.694.643.505,di tahun 2016 mengalami peningkatan hingga sebesar Rp. 2.152.755.704.962,di tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp. 2.578.457.420.885, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan realisasi penerimaan yaitu pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.571.591.786.199 dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 2.548.258.990.275. Diketahui berdasarkan tabel 1.1 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 6 tahun terakhir selalu tidak mencapai target yang telah di tetapkan walaupun di tahun 2019 telah mengalami penurunan target namun realisasi penerimaan masih tidak tercapai, bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa mengidentifikasikan bahwa dari sumber penerimaan yang berkontribusi terhadap besaran penerimaan PAD juga ikut menurun serta tidak mencapai target yang telah ditetapkan,atau bisa dikarenakan terlalu tingginya target dari Pendapatan Asli Daerah yang sudah ditetapkan juga dikarenakan adanya penetapan target yang tidak sesuai dengan potensinya baik untuk pendapatan pajak daerah, retribusi daerah,dan jugaberbagai pendapatan asli daerah lainnya yang bersifat sah.

Pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada,perlu ditingkatkan lagi dan daerah harus juga selalu kreatif dan inovatif dalam menemukan serta  mengembangkan potensi sumber-sumber PAD. Sehingga semakin banyaknya sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah juga akan semakin banyak mempunyai sumber pendapatan yang dipergunakan untuk membangun daerahnya. Sektor pariwisata juga semakin dipersiapkan sebagai sumber ekonomi penghasil devisa pembangunan. 
Jawa..Barat adalah daerah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata yang tinggi dan  pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dari jaman ke jaman dengan. semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan..pembangunan, sehingga...dapat...menunjang berkembanganya Bisnis Pariwisata diantaranya Pajak Hotel,Pajak Restoran,dan Pajak Hiburan. Jawa Barat juga merupakan salah satu Provinsi yang rata-rata jumlah hotel bintang paling banyak kedua di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Adapun pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1, sebesar 10%. 
Mengingat Kota Bandung merupakan salah satu  daerah wisata yang cenderung banyak di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional. Selain itu kota Bandung juga memiliki jumlah hotelnya paling banyak diantara kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dipastikan untuk dituntut menyediakan berbagai fasilitas yang memuaskan baik sarana maupun prasarana guna mendukung perkembangan daerah yang sesuai dengan predikat daerah yang di sandang sebagai tuntutan untuk berbagai fasilitas seperti hotel, restoran, tempat SPA, pegelaran seni, aneka hiburan serta fasilitas lain.
Dengan demikian, Kota Bandung merupakan pusat dari rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang dimana hotel, restoran, dan hiburan akan terus berkembang. Sehingga semakin bertambahnya hotel, restoran, dan hiburan di Kota Bandung akan dikenakan pajak sesuai UU. Dengan ini, semakin banyak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Bandung akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah yang akan semakin bertambah pula.
Salah satu sumber dalam penerimaan PAD yang sangat potensial yaitu dari sektor pajak. Karena seiring dengan berkembangnya perdagangan dan industri jasa seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan. Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1997 pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama .pajak hotel dan restoran. Akan tetapi dengan adanya kebijakan pembaharuan di Undang-Undang, maka dengan disahkannya UU No. 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana  Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dipisahkan menjadi atas pajak yang berdiri sendiri. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 dijelaskan juga bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Berikut adalah data penerimaan pajak hotel di Kota Bandung periode 2015-2019.
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Gambar 1. 2 Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung tahun 2015 -2019

Sumber Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung 
Berdasarkan gambar 1.2 terlihat  penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung periode 2015-2019 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi ada di tahun 2016 yaitu sebesar 27,65%, dan kenaikan terendah ada di tahun 2018 yaitu sebesar 1,82%. Pajak Hotel Kota Bandung terus mengalami peningkatan dan perkembangan pada setiap tahunnya. Peningkatan ini juga didukung dengan adanya sektor pariwisata yang sudah ada di Kota Bandung seperti hotel, restoran, tempat hiburan, serta keanekaragaman senibudaya dan objek wisata. Dari setiap sarana ini, dikenakan pajak kepada setiap penggunanya. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang ingin berkunjung dan melakukan aktivitas pariwisata di Kota Bandung maka akan semakin besar pula potensi untuk pendapatan pada sektor pajak.

Selain pajak hotel, penerimaan pajak Daerah Kota Bandung adalah dari pajak restoran. Yang termasuk objek pada pajak restoran adalah penyediaan pelayanan oleh rumah makan, biasanya pelayanan ini meliputi pelayanan penjualan makanan atau  minuman yang akan di konsumsi oleh pembeli. Yang tidak termasuk pajak restoran adalah restoran yang nilai penjualannya ada di bawah Rp. 10.000.0000 per bulan. Sedangkan untuk subjek pajak restoran merupakan orang pribadi maupun badan yang membeli makanan ataupun membeli minuman dari restoran tersebut. Kemudian untuk wajib pajaknya ialah orang pribadi atau suatu badan yang mengusahakan restoran. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 tahun 2011.
Untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Bandung melalui pajak restoran dapat di lihat berdasarkan gambar 1.3. Pajak Restoran Kota Bandung dari tahun 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan. Sehingga dampak yang didapatkan oleh Kota Bandung sendiri dalam mengatasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berhasil. 
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Gambar 1. 3 Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2015 -2019

Sumber Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung 
Berdasarkan..Gambar 1.3 di atas memperlihatkan bahwa Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2015 -2019 mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pajak restoran tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar 32,83%, sedangkan peningkatan penerimaan pajak restoran terendah diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar 13,30%.

Menurut laporan realisasi anggaran penerimaan PAD Kota Bandung, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting dan memberikan kontribusi cukup besar. Pajak daerah juga akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah khususnya di Kota Bandung. Pendapatan dari pajak daerah yang tinggi akan sangat membantu pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan daerah. Pajak daerah juga memiliki berbagai potensi untuk menjadi mesin penerimaan daerah, salah satu potensi pajak daerah tersebut yaitu pajak hiburan.

Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan atau pelaku hiburan yang meliputi segala bentuk pertunjukkan, permainan, atau keramaian dalam bentuk apapun, yang dinikmati ataupun yang ditonton oleh setiap orang dengan dipungut biaya, tetapi tidak termasuk untuk penggunaan fasilitas olahraga (Pahala, 2016:297). Dinas Kota Bandung merupakan salah satu pelaksana pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam menggali sumber-sumber pendapatan kota yaitu berupa pajak daerah kota/kabupaten. Pajak hiburan juga merukan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan Pemerintah Kota untuk pembiayaan segala bentuk pembangunannya, ketapa tidak Kota Bandung adalah kota wisata yang saat ini terdapat banyaknya tempat hiburan seperti konser musik, tempat karaoke, mall, klub malam, tempat bioskop, pagelarasan seni dan lain sebagainya. Adanya fenomena seperti ini harusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Tercatat jumlah wajib Pajak Hiburan yang ada dan terdaftar di Kota Bandung pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai berikut: 
Tabel 1.3

            Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2015-2019

	Tahun
	Target
	Realisasi
	Pencapaian (+/-)

	2014
	Rp45.000.000.000
	Rp40.730.151.211
	-Rp4.269.848.789

	2015
	Rp60.000.000.000
	Rp50.449.101.884
	-Rp9.550.898.116

	2016
	Rp68.000.000.000
	Rp69.816.433.368
	Rp1.816.433.368

	2017
	Rp85.000.000.000
	Rp85.094.574.308
	Rp94.574.308

	2018
	Rp87.500.000.000
	Rp88.856.425.387
	Rp1.356.425.387

	2019
	Rp90.000.000.000
	Rp88.704.010.524
	Rp1.295.989.476


Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
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Gambar 1.4 Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung tahun 2015 -2019

Sumber Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung (data diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 1.3 dan Gambar 1.4 diketahui bahwa tidak tercapainya target Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh BPPD pada tahun 2014, 2015 dan kembali di tahun 2019. Sementara itu diketahui pada tahun 2016 sampai dengan 2018 Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandung telah membaik karena selalu mencapai target yang telah ditetapkan dan selalu meningkat ditiap tahunya, tetapi kembali mengalami ketidak pencapaian target dan diiringi penurunan realisasi penerimaan pada tahun 2019, dengan target sebesar Rp.90.000.000.000 dan realisasi penerimaan di tahun 2019 sebesar Rp. 88.704.010.524 yang pada tahun sebelumnya yaitu 2018 sebesar Rp. 88.856.425.387. 
Hal tersebut berbanding lurus dengan penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2019 yang cukup signifikan walaupun telah mengalami penurunan target penerimaan. Adapun target pada tahun sebelumya 2018 yaitu sebesar Rp. 3.397.309.517.811 dan menurun menjadi sebesar Rp. 3.252.540.610.057 dengan realisasi penerimaan Rp. 2.548.258.990.275 yang pada tahun sebelumnya yaitu 2018 sebesar Rp. 2.571.591.786.199. Dengan tidak tercapainya target maka mengidentifikasikan bahwa kembali terdapatnya pengusaha hiburan yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, pengelolaan pajak hiburan yang kurang profesional, kurangnya pemasaran tempat-tempat hiburan dan terdapat faktor-faktor penyebab lainnya dalam penurunan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung.
Dari uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai :“Analisis..Faktor-Faktor..Yang..Mempengaruhi Penerimaan..Pajak..Daerah..Kota..Bandung..Tahun..2015 – 2019”
1.2
Rumusan Masalah

1. Bagaimana  perkembangan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan tahun 2015-2019?

2. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung tahun 2015-2019?
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1
Tujuan  Penelitian
1. Untuk. mengetahui perkembangan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan tahun 2015-2019

2. Untuk. mengetahui Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung tahun 2015-2019
1.3.2
Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan membahas tentang pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung tahun 2015-2019.
2. Guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi..Pembangunan..di Fakultas..Ekonomi dan Bisnis Universitas..Pasundan.
3. Sebagai bahan untuk referensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 
Kajian Pustaka

2.1.1 
Peranan Pajak

 
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah. 

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekomian di suatu daerah. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar maka dari itu dengan dirumuskan Tax= F(Y) dengan adanya pajak pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya.

Demikian juga mengenai pentingnya peranan pajak dalam ilmu ekonomi aspek ekonomi makro. Lebih jauh lagi, dalam era desentralisasi fiskal, posisi pajak sebagai transfer dana perimbangan memegang peranan sentral dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah. 
2.1.2 
Pajak 
Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan, Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. 

Selain itu, Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
2.1.2.1 Ciri-Ciri Pajak 
Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langusng. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara. Berikut ciri-ciri pajak menurut UU No. 19 Tahun 1997 tentang pajak : 

1. Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku 

2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah 

3. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung 

4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara. 
2.1.2.2 Jenis Pajak 
Berdasarkan pajak pusat merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pajak departemen keuangan, menurutnya pajak dibagi menjadi 5 jenis diantaranya : 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. 

4. Bea Meterai 

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. 
2.1.2.3 Fungsi Pajak 
Terdapat 4 fungsi utama perpajakan dalam perekonomian nasional menurut UU No. 28 Tahun 2007, yaitu dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeter 
Fungsi budgeter dapat disebut juga sebagai fungsi anggaran. yaitu pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dari dalam maupun luar negeri yang mengisi kas negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. 

2. Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi disebut juga dengan fungsi pembiayaan. Jadi maksud dari fungsi alokasi ini yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

3. Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari banyak pulau besar maupun kecil yang terpisah oleh perairan atau laut. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya sarana transportasi sehingga ada beberapa wilayah yang tidak mudah terjangkau. Pada akhirnya terjadi banyak perbedaan antar daerah, salah satunya perbedaan dalam hal pendapatan daerah dan masyarakat. 

4. Fungsi Regulasi dan Stabilisasi 

Maksud fungsi regulasi ini yaitu pajak berfungsi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam hal ini misalnya untuk meningkatkan investasi, negara membuat kebijakan penurunan tarif pajak untuk merangsang para pengusaha menanamkan modalnya (investasi).

2.1.3
Pajak Daerah

2.1.3.1
 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah adalah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Menurut Mardiasmo (2019:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Ciri-ciri pajak daerah yaitu sebagai berikut : 
a. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. 
b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. 
c. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusah daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah. 
d. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. 

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah 
Jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut 

A. Pajak Provinsi, meliputi: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor. 

4. Pajak Air Permukaan. 

5. Pajak Rokok. 

B. Pajak Kabupaten / Kota, meliputi : 

1. Pajak Hotel. 

2. Pajak Restoran. 

3. Pajak Hiburan. 

4. Pajak Reklame. 

5. Pajak Penerangan Jalan. 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

7. Pajak Parkir. 

8. Pajak Air Tanah. 

9. Pajak sarang Burung Walet. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. 

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 
2.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Daerah 
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997. 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, yaitu 13 September 2001 

Berdasarkan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah, Dasar Hukum Pajak daerah ditetapkan. 
2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 
Berdasarkan peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak, pasal 9 bahwa tata cara pembayaran pajak adalah sebagai berikut : 

1. Pembayaran pajak pada kas Daerah atau bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam 

1. surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau surat tagihan pajak daerah (STPD). 

2. Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat jam). 

3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas. 

4. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus dimuka paling lambat 15 hari kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD. 

5. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanski administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditangih dengan STPD. 

6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya. 

2.1.3.5 Strategi Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemungutan Pajak Daerah 
Dalam perpajakan pemerintah Kota bandung memiliki peran penting untuk mengelola dan memiliki strategi untuk membuat pembayaran pajak lebih dipermudah langkah mendorong peningkatan pendapatan sektor pajak merupakan upaya yang harus terus dilakukan untuk memiliki nilai strategi. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dikemukakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan, itulah sebabnya berbagai upaya dan inovasi harus terus dilakukan dalam mendorong peningkatan sektor pajak baik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, dengan inovasi direalisasikan melalui aplikasi online perihal program Elektronic Self Assessment Tax Reporting Application (E-Satria) yang melayani pelaporan khusus wajib pajak bagi usaha hotel, restoran, hiburan dan pelayanan parkir. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor karena untuk melaporkan omset dapat di-upload lewat internet," ujar Kepala Bidang Pengendalian Pajak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2.1.4
Pajak Hotel

2.1.4.1
Pengertian Pajak Hotel

Marihot Pahala (2016:299) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapula menurut Phaurela Artha (2018:65) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran
2.1.4.2
Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. 

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah..
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.
2.1.4.3
Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Objek Pajak hotel sebagai berikut: 1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telpon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

2.1.4.4
Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Bukan Objek Pajak hotel sebagai berikut: 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 
d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainya yang sejenis. 
e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
2.1.4.5
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Hotel Menurut Marihot Pahala (2016:303) pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaanya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. 
2.1.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Berdasarkan Marihot Pahala (2016:304) dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. 
2.1.4.7 Tarif Pajak Hotel

 Menurut Marihot Pahala (2016:305) tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang besangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%. 
2.1.4.8  Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai rumus berikut Marihot Pahala (2016:305): 
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
 = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya Dibayar Kepada hotel

2.1.4.9
Indikator Pajak Hotel

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2016:275) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah hotel secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak hotel.

2.1.5
Pajak Restoran

2.1.5.1
Pengertian Pajak Restoran

Marihot Pahala (2016:327) mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun menurut Phaureula Artha (2018:67) mengatakan bahwa: 

“Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain”. 
Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
2.1.5.2
Dasar – Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: 
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. 
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran. 
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran. 
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.
2.1.5.3
Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai berikut: 

1. Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebgaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjulan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 
2.1.5.4
Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang tidak temasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan
2.1.5.5
Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Marihot Pahala (2016:330) pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dana tau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dana tau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. 
2.1.5.6
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Marihot Pahala (2016:331) dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman.
2.1.5.7
Tarif Pajak Restoran

Menurut Marihot Pahala (2016:332) tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang besangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%. 

2.1.5.8
Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai rumus berikut Marihot Pahala (2016:333):
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

 = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya Dibayar Kepada hotel

2.1.5.9 Indikator Pajak Restoran

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2016:275) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah restoran secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak.

2.1.6
Pajak Hiburan

2.1.6.1
Pengertian Pajak Hiburan

 Menurut Oyok Abuyamin (2012:362), “Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Aries Djaenuri (2015:91), mengungkapkan bahwa pajak hiburan adalah: “Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.” 
Sementara itu menurut Cairunia Mulya Firdausy (2017:109), pajak hiburan adalah sebagi berikut: “Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”
Dilihat dari definisi-definisi para ahli tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan berbayar yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. 
2.1.6.2
Objek dan Subjek Pajak Hiburan

 Abdul Halim, dkk (2016:515), menyebutkan bahwa objek pajak reklame adalah: 
1) Tontonan film 
2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana 
3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 
4) Pameran 
5) Diskotik, karoke, klab malam, dan sejenisnya 
6) Sirkus, akrobat, dan sulap 
7) Permainan biliar, golf, dan boling 
8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 
9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) 
10) Pertandingan olahraga.

Sedangkan untuk subjek pajak restoran menurut Abdul Halim, dkk (2016:516), “Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.” 
2.1.6.3
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut Oyok Abuyamin (2015:472), dasar pengenaan pajak adalah: “Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagai mana dimaksud pada ayat 1 termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan (Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2009).” Oyok Abuyamin (2015:472-473) juga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan, yaitu:
1. Tarif pajak hiburan yang paling tinggi sebesar 35%. 

2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik , karoke , klab malam, permainan ketangkasan , panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. 

3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan dietetapkan paling tinggi sebesar 10%
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	NO
	Nama/Judul
	Sumber
	Metode

Analisis
	Hasil Penelitian

	1
	Yohan Dwi Artha (2016)

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kabupaten Jember
	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Repository Universitas Jember
	Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda (Multiple Linier Regression Method)
	Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil variabel jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

	2
	Chintia Ratna Nastiti (2016)

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah 
	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universits Brawijaya Vol 4 No. 1
	Model regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary

Least Square)
	diperoleh hasil bahwa uji secara individu (uji t) pada variabel

independen yaitu PDRB, inflasi dan, jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh
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2.3
Kerangka Pemikiran

Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif dan efisien. Salah satu untuk mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung dengan menjumlahkan penerimaan keseluruhan pajak daerah setelah itu dikeluarkan sebagai pengeluaran yang yang perlu dikeluarkan seperti gajih pegawai, infrastruktur dan sebagainya. pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukan sumber penerimaan yang potensial.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari pajak daerah. Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang mereka peroleh dari produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah adalah Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

2.3.1
Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah. 

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat di indikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak tersebut (Suha & Wahyudi, 2018). 

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Wahyu Indro Widodo (2017) menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2.3.2
Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah 
Sebagaimana yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya penambahan objek pajak katering yang berperan sebagai salah satu jenis pajak restoran dimana ini dapat menunjang realisasi penerimaan pajak restoran yang juga dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah. (Mutiarahajaran, Hapsari, & Kurnia, 2018). 

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pajak Restoran haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Natya Mutiarahajarani (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.3
Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah 

Pajak Hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Sektor tersebut menggambarkan besarnya potensi keberadaan pajak hiburan dalam pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan pendapatan pajak hiburan yang pastinya juga dapat berdampak pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (Mutiarahajaran, 2018). 

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hiburan haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hiburan maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Zainul Fikri dan Ronny Malavia(2017) menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, berikut ini disajikan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:







Keterangan: 


: Pengaruh Secara Parsial


 : Pengaruh secara Simultan
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4
Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) mendefinisikan Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitan, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengambil hipotesis adalah sebagai berikut: 
· H1: Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung

· H2: Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung

· H3: Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung
· H4 : Pajak hotel, pajak redtoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung

.


BAB III
METODE ANALISIS

3.1
Metode Analisis

 Dalam penelitian ini metode analisis yang dipakai adalah metode analisis data kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. 
3.1.1
Deskriptif Kuantitatif

Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. 

Menurut Mohammad Nasir (2017:63),“ metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti suatu kelompok, status objek, status kondisi suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Menurut Sugiyono (2017), Penelitian desktiptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah pupulasinya
3.2
Definisi dan Operasional Variable

3.2.1
Definisi Variable

Definisi variabel ini bertujuan untuk lebih memperjelas makna dari penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015 – 2019” dan akan memberikan batasan-batasan analisis selanjutnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu 
1. Variabel Pajak Daerah diklasifikasikan sebagai berperan sebagai variabel dependen yaitu variabel yang keragamannya dipengaruhi variabel lain di dalam model. 
2. Variabel Pajak Hotel diklasifikasikan sebagai berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen di dalam model.
3. Variabel Pajak Restoran diklasifikasikan sebagai berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen di dalam model.

4. Variabel Pajak Hiburan diklasifikasikan sebagai berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen di dalam model.
3.2.2
Operasional Variable

Dalam operasional variabel ini diuraikan arti dari beberapa variabel yang berhubungan dengan pembahasan, antara lain :
Tabel 3. 1 Operasional Variable
	Jenis

Variabel
	Nama

Variabel
	Definisi

Variabel
	Satuan

Variabel

	Dependen (Y)
	Pajak Daerah
	Jumlah Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2015  - 2019
	Miliar Rupiah

	Independen (X1)
	Pajak Hotel
	Jumlah Pajak Hotel Kota Bandung tahun 2015  - 2019
	Miliar Rupiah

	Independen (X2)
	Pajak Restoran
	Jumlah Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2015  - 2019
	Miliar Rupiah

	Independen (X3)
	Pajak Hiburan
	Jumlah Pajak Hiburan Kota Bandung tahun 2015  - 2019
	Miliar Rupiah


3.3
Data Penelitian

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dalam time series. Data time series penelitian ini dengan periode waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2015 – 2019. Data sekunder yang dugunakan antara lain :
1. Data Pajak Daerah Kota Bandung  2015-2019 
2. Data Pajak hotel Kota Bandung  2015-2019
3. Data Pajak restoran Kota Bandung  2015-2019
4. Data Pajak Hiburan Kota Bandung  2015-2019
3.4
Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan Dalam menganalisa pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pajak daerah, peneliti menggunakan regresi linier berganda dengan struktur model sebagai berikut:

PDt= β0 + β1 PHOt + β2 PRt + β3 PHIt + εt
Keterangan :

PD

: Pajak Daerah (miliar rupiah)

PHO

 : Pajak Hotel (Miliar Rupiah)

PR

 : Pajak Restoran (Miliar Rupiah)

PHI 

  : Pajak Hiburan (Miliar Rupiah)

t

  : Kurun Waktu 

ε

  : Error Term
3.5
Uji Asumsi Klasik

3.5.1
Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa : “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel tidak terikat, variabel terikat atau keduaya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel.
 Hipotesis yang digunakan :

1. H0 = 0 : data residual berdistribusi normal. 
2. H1 ≠ 0 : data residual tidak berdistribusi normal 
Dalam uji ini kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu: 
· Jika nilai signifikan < 0,05 maka distribusi data tidak normal.
· Jika nilai signifikan > 0,05 maka distribusi data normal 
3.5.2
Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi yang ditemukan terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gozali, 2018). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak tejadi heterokedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar scatterplot antara nilai prediksi variabel bebas ZPRED (nilai prediksi, sumbu X) dengan residualnya SRESID (nilai residualnya, sumbu Y) dengan cara sebagai berikut :
1. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka nol. 
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. 
3. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 
Berikut kriteria pengujian untuk menjawab hipotesis? 

a. Ho: Tidak ada gejala heteroskedastisitas 
b. Ha: Ada gejala heteroskedastisitas
c. Ho diterima apabila nilai p value atau signifikansi > 0,05. 
Jadi kesimpulannya apabila pada grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang tratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas.
3.5.3
Uji Multikolinearitas

Multikoliniearitas berarti adanya hubungan linier sempurna atau pasti diantara variabel atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel tidak terikat. Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel tidak terikat. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Dengan hipotesis sebagai berikut: 

· H0 = 0 : tidak terdapat multikoleniaritas
· H1 ≠ 0 : terdapat multikoleniaritas 
Dengan kriteria uji sebagai berikut :
· Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas.

· Apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 
3.5.4
Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai terjadinya korelasi antara data pengamatan, atau dengan perkataan lain munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Adanya autokolerasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi berganda, yaitu bahwa tidak ada korelasi diantara galat puncaknya. Berarti, jika ada autokorelasi maka secara intuisi dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh dikatakan kurang akurat. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat digunakan angka Durbin-Watson (D-W). 
Uji korelasi Durbin-Waston dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya serial korelasi antar variabel tidak terikat. Untuk mengetahuinya adalah dengan membandingkan nilai DW yang dihasikan pada tabel dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan ketentuan sebagai berikut :
· H0 = 0 : Tidak ada autokorelasi 
· H1≠ 0 : Terdapat autokorelasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson(D-W):
 Kriteria uji: Bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel DurbinWatson menurut Imam Ghazali, 2018. Sebagai berikut: 
1. Jika 0 < d < dL maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada autokorelasi positif (tolak). 

2. Jika dL ≤ d ≤ du, maka kesimpilannya hipotesis nol tidak ada autokorelasi positif (no decision). 

3. Jika 4 – dL < d <4, maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada korelasi negatif (tolak). 

4. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dL, maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada korelasi negatif (no decision). 

5. Jika DW < 4 < 4 – du, maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada autokorelasi positif atau negatif (tidak ditolak).
3.5.5
Uji Koefisien Determinasi (Uji R2 )

Menurut (Ghozali, 2018) Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen Nilai koefisien determinasi (R2 ) adalah antara 0 dan 1 (0 < R2 < 1) dengan ketentuan: - Jika R2 mendekati angka 1, maka variasi dari variabel – variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebasnya. - Jika R2 semakin menjauhi angka 1, maka variasi dari variabel – variabel terikatnya semakin tidak dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebasnya.

3.5.6
Uji Signifikansi (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dibuat hipotesis:
· H0: H1 : β1 = β2 = β3 = 0 Artinya variable pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara Bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

· H1: β1 ≠ β2 ≠ β3 = 0 Artinya variable pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan tabel dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika F hitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya secara bersamasama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Jika F hitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak artinya secara bersamasama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
3.5.7
Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel terikat. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu apabila H0 ditolak pasti H1 diterima (Sugiyono, 2017:87). Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuat hipotesa:
Tabel 3. 2 Uji Parsial (Uji t)
	H0
	β1 = 0
	Artinya variabel Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah

	H1
	β1 ≠ 0
	Artnya variabel Pajak Hotel  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah

	H0
	β1 = 0
	Artinya variabel Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah

	H1
	β1 ≠ 0
	Artnya variabel Pajak Restoran secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah

	H0
	β1 = 0
	Artinya variabel Pajak Hiburan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah

	H1
	β1 ≠ 0
	Artnya variabel Pajak Hiburan  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah


Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Jika nilai t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai -ttabel ≤ thitung ≤ t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak artinya tidak ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 
Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015 – 2019. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pajak Kota Bandung Periode 2015 – 2019. Data yang dikumpulkan diolah terlebih dahulu dan dianalisis yang disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian dan pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan tahun 2015-2019. Serta untuk. mengetahui Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung tahun 2015-2019.
Analisa data yang dibahas dengan menggunakan desktiptif kualitatif dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena yang diteliti yaitu tentang analisis faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Bandung Tahun 2015 – 2019. Penjelasan perolehan data hasil penelitian dan pembahasan akan dipresentasikan atau dijabarkan dalam bentuk tabel data yang sudah diolah, dianalisa sesuai fakta jawaban yang sudah ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung.

4.1.1 
Perkembangan Pajak Daerah Kota Bandung Periode Tahun 2015-2019

Perpajakan pemerintah Kota Bandung memiliki peran penting untuk mengelola dan memiliki strategi untuk membuat pembayaran pajak lebih dipermudah. Langkah mendorong peningkatan pendapatan sektor pajak merupakan upaya yang harus terus dilakukan untuk memiliki nilai strategi. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sangat memengaruhi perkembangan dan kemajuan daerah Kota Bandung secara keseluruhan. Baik dalam segi ekonomi, budaya, politik, fasilitas publik dan lain sebagainya. 
Setiap tahunnya, pajak daerah Kota Bandung mengalami fluktuatif hal itu disebabkan naik turunnya pendapatan dan penghasilan dari hotel, restoran, dan tempat hiburan yang ada di Kota Bandung. Sekalipun demikian, setiap pelaku usaha di sektor manapun diwajibkan membayar pajak tepat pada waktunya. Karena pada dasarnya membayar pajak dari para pelaku usaha di sektor perhotelan, restoran, dan hiburan akan memengaruhi pendapatan pajak daerah Kota Bandung yang bertujuan untuk mensejahterakan warga Bandung dalam segi fasilitas publik ataupun fasilitas lainnya. Berlandaskan laporan keuangan Pajak Daerah Kota Bandung periode 2015-2019 penghasilan pendapatan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 4.1 

Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

	No
	Jenis Pajak
	Tahun

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Pajak Hotel
	204.149.137.826
	215.285.361.236
	274.809.331.603
	295.385.661.260
	300.755.546.433
	314.143.877.828

	2
	Pajak Restoran
	142.376.159.558
	181.868.358.707
	241.788.513.937
	278.746.865.420
	325.361.592.020
	368.643.895.428

	3
	Pajak Hiburan
	41.821.932.324
	50.449.101.884
	69.831.106.484
	85.094.574.308
	88.856.425.387
	88.704.010.524

	4
	Pajak Reklame
	23.641.404.085
	18.107.052.336
	25.653.533.922
	12.861.104.404
	23.864.890.222
	29.493.496.814

	5
	PPJ
	159.123.681.023
	178.144.137.262
	177.358.328.595
	193.033.914.175
	201.170.794.796
	204.101.851.307

	6
	Pajak Parkir
	12.150.329.775
	20.234.816.571
	29.289.132.387
	40.725.968.079
	43.748.946.683
	45.271.125.039

	7
	Pajak Air Tanah
	26.020.552.937
	30.260.440.425
	33.686.169.278
	30.581.815.038
	33.168.913.979
	34.960.760.819

	8
	BPHTB
	418.787.336.368
	399.885.860.295
	440.329.093.979
	696.097.106.899
	590.172.209.524
	511.182.179.626

	9
	PBB
	372.793.298.489
	391.020.956.093
	418.672.217.892
	542.682.971.717
	552.130.023.174
	558.077.967.777

	
	Rata-rata
	155.651.536.932
	165.028.453.868
	190.157.492.009
	241.689.997.922
	239.914.371.358
	239.397.685.018

	
	Max
	418.787.336.368
	399.885.860.295
	440.329.093.979
	696.097.106.899
	590.172.209.524
	558.077.967.777

	
	Min
	12.150.329.775
	18.107.052.336
	25.653.533.922
	12.861.104.404
	23.864.890.222
	29.493.496.814


 (dalam Rupiah)
Sumber: Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung, 2021


Berlandaskan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Periode 2015-2019 tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 239.397.685.018 yang diperoleh dari beberapa jenis pajak diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJ, pajak parker, pajak air tanah, BPHTB dan PBB. 

Pada tahun 2015 rata-rata perolehan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar Rp 165.028.453.868, yang mengalami peningkatan peroleh Pajak daerah sebesar 6,02% dari tahun sebelumnya yang memperoleh rata-rata Pajak Daerah sebesar Rp 155.651.536.932. pada tahun 2015 ini yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah tertinggi diperoleh dari BPHTB yaitu sebesar Rp 399.885.860.295 yang mengalami penurunan pendapatan BPHTB sebesar 4,51% dari tahun sebelumnya yang memperoleh Rp 418.787.336.368. sedangkan yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah terendah pada tahun 2015 ini diperoleh dari Pajak reklame yaitu sebesar Rp 18.107.052.336 yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 23,41% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 23.641.404.085.

 
Pada tahun 2016 rata-rata perolehan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar Rp 190.157.492.009, yang mengalami peningkatan peroleh Pajak daerah sebesar 15,23% dari tahun sebelumnya yang memperoleh rata-rata Pajak Daerah sebesar Rp 165.028.453.868. pada tahun 2016 ini yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah tertinggi diperoleh dari BPHTB yaitu sebesar Rp 440.329.093.979 yang mengalami kenaikan pendapatan BPHTB sebesar 10,11% dari tahun sebelumnya yang memperoleh Rp 399.885.860.295. sedangkan yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah terendah pada tahun 2016 ini diperoleh dari Pajak reklame yaitu sebesar Rp 25.653.533.922 yang mengalami kenaikan pendapatan sebesar 41,68% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 18.107.052.336.

Pada tahun 2017 rata-rata perolehan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar Rp 241.689.997.922, yang mengalami peningkatan peroleh Pajak daerah sebesar 27,10% dari tahun sebelumnya yang memperoleh rata-rata Pajak Daerah sebesar Rp 190.157.492.009. pada tahun 2017 ini yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah tertinggi diperoleh dari BPHTB yaitu sebesar Rp 696.097.106.899 yang mengalami kenaikan pendapatan BPHTB sebesar 58,09% dari tahun sebelumnya yang memperoleh Rp 440.329.093.979. sedangkan yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah terendah pada tahun 2017 ini diperoleh dari Pajak reklame yaitu sebesar Rp 12.861.104.404 yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 49,87% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 25.653.533.922.
Pada tahun 2018 rata-rata perolehan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar Rp 239.914.371.358, yang mengalami penurunan peroleh Pajak daerah sebesar 0,73% dari tahun sebelumnya yang memperoleh rata-rata Pajak Daerah sebesar Rp 241.689.997.922. pada tahun 2017 ini yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah tertinggi diperoleh dari BPHTB yaitu sebesar Rp 590.172.209.524 yang mengalami penurunan pendapatan BPHTB sebesar 15,22% dari tahun sebelumnya yang memperoleh Rp 696.097.106.899. sedangkan yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah terendah pada tahun 2018 ini diperoleh dari Pajak reklame yaitu sebesar Rp 23.864.890.222 yang mengalami kenaikan pendapatan sebesar 85,56% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 12.861.104.404.
Pada tahun 2019 rata-rata perolehan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar Rp 239.397.685.018, yang mengalami penurunan peroleh Pajak daerah sebesar 0,22% dari tahun sebelumnya yang memperoleh rata-rata Pajak Daerah sebesar Rp 239.914.371.358. pada tahun 2017 ini yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah tertinggi diperoleh dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) yaitu sebesar Rp 558.077.967.777 yang mengalami kenaikanm pendapatan PBB sebesar 1,08% dari tahun sebelumnya yang memperoleh Rp 552.130.023.174. sedangkan yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Daerah terendah pada tahun 2018 ini diperoleh dari Pajak reklame yaitu sebesar Rp 29.493.496.814 yang mengalami kenaikan pendapatan sebesar 23,59% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 23.864.890.222. 

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat digambarkan kondisi perkembangan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019 dalam bentuk grafik sebagai berikut:
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Gambar 4.1

Perkembangan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berlandaskan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa Perkembangan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019 umumnya berfluktuatif. Pajak Hotel setiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,65%. Menurut data perpajakan daerah Kota Bandung menyebutkan kenaikan pajak hotel dikarekan banyaknya wisatawan domestik dan wisatawan asing yang berkunjung ke Kota Bandung baik berkunjung ke tempat wisata destinasi, wisata kuliner, ataupun wisata yang lainnya. Hal itu yang menjadi dasar penginapan di hotel di wilayah Bandung menjadi kebutuhan penting bagi para wisata tersebut sehingga dengan hal itu, pertumbuhan ekonomi di sektor pelaku usaha hotel semakin meningkat dan memengaruhi hasil pendapatan serta mempengaruhi juga pajak wajib yang harus di keluarkan oleh pelaku usaha hotel tersebut.

Dari  pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 32,95%. Sesuai dengan data yang didapatkan dari pihak pajak Kota Bandung adanya kenaikan pajak restoran disebabkan oleh menjamurnya wisatawan domestik dan asing yang berkunjung ke Kota Bandung khususnya bagi wisatawan yang mencari wisata kuliner di lestoran yang ada di Bandung. Hal itu yang kemudian dapat memengaruhi peningkatan bayar pajak restoran di tahun tersebut meningkat. 

Berbeda dengan pajak hiburan yang mengalami fluktuatif, dimana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 38,42%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,17%. Berdasarkan informasi data ekonomi pendapatan daerah Kota Bandung menjelaskan terjadinya fluktuatif di sektor pajak hiburan dikarenakan tidak semua warga Bandung, wisatawan domestik, dan wisatawan asing beekunjung ketempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan tempat hiburan lainnya. Terkecuali di tahun 2016 pendapatan pajak daerah sangat meningkat dikarenakan banyaknya masyarakat baik warga Bandung, wisatawan domestik dan asing berkunjung ketempat hiburan yang ada di kota Bandung.

Pajak reklame mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 85,56%, sedangkan penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 49,87%. Sesuai dengan data pajak yang didapatkan di perpajakan Kota Bandung, kenaikan pajak reklami di tahun 2018 disebabkan banyaknya pemasangan iklan produk yang mempromosikan produk dan jasanya melalui baliho, spanduk, dan pemasangan iklan yang berizin. Hal itu yang memengaruhi nilai pendapatan pajak dari perusahaan kepada pemasukan pajak Kota Bandung. Sekalipun di tahun sebelumnya ada penurunan pajak reklame karena tidak banyak peruhaan yang menggunakan reklame baik produk maupun non produk.

Untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,95% dan penurunan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,44%. Berlandaskan data yang didapat di dinas perpajakan Kota Bandung menyebutkan tinggnya pajak PPJ di tahun 2015 disebabkan oleh banyaknya penggunaan listrik pribadi dan badan yang menggunakan tenaga listrik sehingga dengan banyaknya penggunaan listrik pribadi dan badan yang menggunakan listrik memengaruhi tingkat kenaikan pajak pendapatan daerah Kota Bandung sekalipun di tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 0,44%.

Untuk Pajak Parkir kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 66,54%, Untuk Pajak Air Tanah kenaikan juga terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 16,29%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,22%. Sesuai dengan data yang didapat dari dinas perpajakan Kota Bandung menyebutkan bahwa tingginya kenaikan pajak parkir di tahun 2015 disebabkan oleh banyaknya masyarakat baik lokal, domestik, dan asing menggunakan parkir di luar badan jalan baik yang disediakan di tempat usaha mall, hotel, restoran, tempat wisata dan lain sebagainya, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kota Bandung. Hal itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung di sektor pajak parkir tinggi di tahuh 2015 sekalipun terdapat penurunan di tahun 2017 dan itu hanya 9,22%.

Pada BPHTB umumnya terjadi penurunan kecuali pada tahun 2016 dan 2017 yang mengalami kenaikan. Penurunan BPHTB tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 15,22%. Untuk Pajak Bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 29,62%. Berlandaskan data yang di dapat peneliti di  dinas perbajakan Kota Bandung nilai pajak tertinggi di tahun 2016 – 2017 dimana tahun tersebut peningkatan pajak sebesar 29,62 disebabkan oleh banyaknya masyarakat membayar pajak atas hak tanah dan hak guna tanah yang membayar pajak. Sekalipun di tahun berikutnya terdapat penurunan sebesar 15,22% hal itu disebabkan beberapa faktor yang diantaranya kurangnya minat masyarakat pada jual beli tanah dan bangunan di wilayah Bandung dan sekitarnya.
4.1.2 
Perkembangan Pajak Hotel Kota Bandung Periode Tahun 2015-2019

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Pemungutan Pajak Hotel pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang besangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%

Besaran pokok Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai rumus berikut Marihot Pahala (2016:305): 
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

 
    = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya

                   Dibayar Kepada hotel

Berdasarkan laporan keuangan Pajak Hotel Kota Bandung periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.2

Pendapatan Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2015-2019

	No
	tahun
	realisasi
	Pertumbuhan (+/-)

	1
	2014
	204.149.137.826.00
	

	2
	2015
	215.285.361.236.00
	5,45

	3
	2016
	274.809.331.603.00
	27,65

	4
	2017
	295.385.661.260.00
	7,49

	5
	2018
	300.755.546.433.00
	1,82

	6
	2019
	314.143.877.828.00
	4,45

	
	Rata-rata
	267.421.486.031.00
	

	
	Max
	314.143.877.828.00
	

	
	Min
	204.149.137.826.00
	


Sumber: Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan dari Pajak Hotel Kota Bandung periode tahun 2015-2019 sebesar Rp 267.421.486.031.00. pendapatan dari Pajak Hotel tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 314.143.877.828.00. 


Pada tahun 2015 perolehan Pajak Hotel sebesar Rp 215.285.361.236.00 yang mengalami kenaikan sebesar 5,45% dari tahun sebelumnya yang sebesar 204.149.137.826.00. pada tahun 2016 perolehan Pajak Hotel sebesar Rp 274.809.331.603.00 yang mengalami kenaikan juga sebesar 27,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 215.285.361.236.00. Kemudian pada tahun 2017 perolehan Pajak Hotel sebesar Rp 295.385.661.260.00 yang mengalami kenaikan sebesar 7,49% dari tahun sebelumnya yang sebesar 274.809.331.603.00. selanjutnya pada tahun 2018 perolehan Pajak Hotel sebesar Rp 300.755.546.433.00 yang mengalami kenaikan sebesar 1,82% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 295.385.661.260.00. Lebih lanjut perolehan Pajak Hotel pada tahun 2019 sebesar Rp 314.143.877.828.00 yang mengalami kenaikan sebesar 4,45% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 300.755.546.433.00.
Berdasarkan Tabel 4.2 maka dapat digambarkan kondisi perkembangan Pajak Hotel di Kota Bandung Tahun 2015-2019 dalam bentuk grafik sebagai berikut:
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Gambar 4.2

Perkembangan Pajak Hotel di Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa perkembangan Pajak Hotel di Kota Bandung Periode 2015-2019 umumnya mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,65%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,82%. Secara ekonomi pendapatan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2016 disebabkan oleh banyaknya penggunaan jasa hotel dari wisatawan domestik, dan wisatawan asing di Bandung. Hal itu yang kemudian dibenarkan oleh dinas perpajakan daerah Kota Bandung yang menjelaskan bahwa kenaikan bayar pajak dari pelaku usaha hotel di tahun 2016 disebabkan olehnya banyaknya masyarakat lokal, wisatawan domestik, wisatawan asing yang menggunakan jasa penginapan hotel di daerah Bandung.
4.1.3
Perkembangan Pajak Restoran Kota Bandung Periode Tahun 2015-2019

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman. tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang besangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.

Besaran pokok Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai rumus berikut Marihot Pahala (2016:333):

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak


                = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya 

                               Dibayar Kepada restora
Berdasarkan laporan keuangan Pajak Restoran Kota Bandung periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3

Pendapatan Pajak Restoran Kota Bandung Tahun 2015-2019

	No
	Tahun
	Pajak Restoran
	Pertumbuhan (+/-)

	1
	2014
	142.376.159.558.00
	

	2
	2015
	181.868.358.705.00
	27,74

	3
	2016
	241.571.411.389.00
	32,83

	4
	2017
	278.746.865.420.00
	15,39

	5
	2018
	325.361.592.020.00
	16,72

	6
	2019
	368.643.895.428.00
	13,30

	
	Rata-rata
	256.428.047.086.67
	

	
	Max
	368.643.895.428.00
	

	
	Min
	142.376.159.558.00
	


Sumber: Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan dari Pajak Restoran Kota Bandung periode tahun 2015-2019 sebesar Rp 256.428.047.086.67. pendapatan dari Pajak Restoran tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 368.643.895.428.00. 


Pada tahun 2015 perolehan Pajak Restoran sebesar Rp 181.868.358.705.00 yang mengalami kenaikan sebesar 27,74% dari tahun sebelumnya yang sebesar 142.376.159.558.00. pada tahun 2016 perolehan Pajak Restoran  sebesar Rp 241.571.411.389.00 yang mengalami kenaikan juga sebesar 32,83% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 181.868.358.705.00. Kemudian pada tahun 2017 perolehan Pajak Restoran  sebesar Rp 278.746.865.420.00 yang mengalami kenaikan sebesar 15,39% dari tahun sebelumnya yang sebesar 241.571.411.389.00. selanjutnya pada tahun 2018 perolehan Pajak Restoran  sebesar Rp 325.361.592.020.00 yang mengalami kenaikan sebesar 16,72% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 278.746.865.420.00. Lebih lanjut perolehan Pajak Restoran  pada tahun 2019 sebesar Rp 368.643.895.428.00 yang mengalami kenaikan sebesar 13,30% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 325.361.592.020.00.

Berdasarkan Tabel 4.3 maka dapat digambarkan kondisi perkembangan Pajak Restoran  di Kota Bandung Tahun 2015-2019 dalam bentuk grafik sebagai berikut:
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Gambar 4.3

Perkembangan Pajak Restoran di Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan Pajak Restoran di Kota Bandung Periode 2015-2019 umumnya mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 32,83%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 13,30%. 
Secara ekonomi pendapatan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2016 disebabkan oleh banyaknya masyarakat lokal, wisatawan domestik, dan wisatawan asing yang berkunjung ke restoran daerah Bandung. Sesuai data yang di dapat dari dinas perpajakan Kota Bandung di tahun 2016 terdapat peningkatan bayar pajak dari pelaku usaha restoran hal itu disebabkan tingginya pengunjung yang datang ke restoran yang ada di Kota Bandung. Sekalipun di tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan pajak apalagi pada saat terjadi pandemi paska diberlakukannya PSBB di akhir bulan desember 2019 yang memengaruhi sepinya pengunjung ke restoran yang ada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. 
4.1.4 
Perkembangan Pajak Hiburan Kota Bandung Periode Tahun 2015-2019

Pajak hiburan adalah pajak atas pengelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagai mana dimaksud pada ayat 1 termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan yang paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik , karoke , klab malam, permainan ketangkasan , panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan dietetapkan paling tinggi sebesar 10%.
Berdasarkan laporan keuangan Pajak Hiburan Kota Bandung periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.4

Pendapatan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2015-2019

	No
	Tahun
	Pendapatan Pajak Hiburan
	Pertumbuhan (+/-)

	1
	2014
	40.730.151.211.00
	

	2
	2015
	50.449.101.884.00
	23,86

	3
	2016
	69.831.106.484.00
	38,42

	4
	2017
	85.094.574.308.00
	21,86

	5
	2018
	88.856.425.387.00
	4,42

	6
	2019
	88.704.010.524.00
	(0,17)

	
	Rata-rata
	70.610.894.966.33
	

	
	Max
	88.856.425.387.00
	

	
	Min
	40.730.151.211.00
	


Sumber: Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung, 2021
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan dari Pajak Hiburan  Kota Bandung periode tahun 2015-2019 sebesar Rp 70.610.894.966.33  pendapatan dari Pajak Hiburan   tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 88.856.425.387.00. 


Pada tahun 2015 perolehan Pajak Hiburan sebesar Rp 50.449.101.884.00 yang mengalami kenaikan sebesar 23,86% dari tahun sebelumnya yang sebesar 40.730.151.211.00. pada tahun 2016 perolehan Pajak Hiburan  sebesar Rp 69.831.106.484.00 yang mengalami kenaikan juga sebesar 38,42% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 50.449.101.884.00. Kemudian pada tahun 2017 perolehan Pajak Hiburan sebesar Rp 85.094.574.308.00 yang mengalami kenaikan sebesar 21,86% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 69.831.106.484.00. selanjutnya pada tahun 2018 perolehan Pajak Hiburan sebesar Rp 88.856.425.387.00 yang mengalami kenaikan sebesar 4,42% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 85.094.574.308.00. Lebih lanjut perolehan Pajak Hiburan    pada tahun 2019 sebesar Rp 88.704.010.524.00 yang mengalami penurunan sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 88.856.425.387.00.

Berdasarkan Tabel 4.4 maka dapat digambarkan kondisi perkembangan Pajak Hiburan    di Kota Bandung Tahun 2015-2019 dalam bentuk grafik sebagai berikut:
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Gambar 4.4

Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa perkembangan Pajak Hiburan di Kota Bandung Periode 2015-2019 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 0,17%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 38,42%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,42%.
Kondisi Penerimaan Pajak Hiburan di kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan dan mencapai target yang sudah ditentukan khususnya di tahun 2016. Hanya saja pada tahun 2014 dan 2015 dan tahun 2018 mengalami penurunan pencapaian target seiring bertambahnya target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut data dari dinas perpajakan Kota Bandung, Pajak hiburan tahun 2014, 2015, dan 2018 masuk pada katagori rendah hal ini dikarenakan adanya himbauan dari kepolisian tentang himbauan jam operasional, pengenaan tarif 35% dianggap terlalu memberatkan pengusaha, belum adanya data potensi Pajak hiburan untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan Pajak hiburan dan adanya tunggakan pajak daerah dari piutang Pajak hiburan yang belum dibayarkan oleh wajib Pajak hiburan.

Secara hitungan ekonomi adanya nilai naik dan turun pajak hiburan ditentukan oleh situasi dan kondisi jam operasional yang dibatasi pihak pemerintah setempat. Hal itu akan memengaruhi pendapatan pelaku usaha di sektor hiburan apalagi di berlakukannya operasional jam malam yang dibatasi sehingga secara ekonomi dapat memberatkan pengusaha yang pada akhirnya tidak mencapai target penghasilan dan pendapatan.
4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh penelitian yang akurat. Dimana model yang digunakan akan menghasilkan nilai parameter penduga yang akurat bila tidak terjadi multikolinearitas dan autokorelasi. Dimana pengujiannya sebagai berikut:
4.1.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data, dimana data yang normal atau terdistribusi secara normal akan memusat pada nilai rata-rata dan median. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan di dalam penelitian ini.Data yang baik yang dapat dipakai dalam suatu penelitian adalah data yang telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan mengamati dan melakukan pengujian Kolmogrov – Smirnov, dengan kriteria pengujian:

a. Angka Signifikansi (Sig) > 0,05 maka data terdistribusi normal

b. Angka Signifikansi (Sig) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal


Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS hasilnya dapat diperoleh pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Normalitas Data

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	5

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000107

	
	Std. Deviation
	1.28129290E10

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.200

	
	Positive
	.171

	
	Negative
	-.200

	Kolmogorov-Smirnov Z
	.447

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.988

	
	


(Hasil olah data penelitian 2021)

Dari tabel 4.5 diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi pada variabel-variabel penelitian adalah terdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari besarnya tingkat signifikansi yang pada variabel berkisar diatas α = 0,05. Hal ini menunjukkan pada sampel penelitian terdistribusi normal pada taraf tingkat kesalahan 5%.

4.1.5.2
 Uji Heteroskedastisitas


Berikut adalah uji heteroskedastisitas, dimana dalam analisis regresi, varians dari residual tidak sama atau tidak memiliki pola tertentu dari satu pengamatan ke pengamatan lain, yang ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antara satu varians dari residual dengan besarnya varians antar residual tidak homogen, sedangkan apabila terdapat gejala varians sama disebut homokedastisitas. Hasil uji heteroskedasitas pada penelitian ini, dengan menggunakan scatterplot model, yaitu melalui diagram pencar antara nilai yang diprediksi (ZPRED) dan sudentized residual (SRESID), seperti pada gambar berikut ini:
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Gambar 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan diagram pencar diatas, maka dapat dilihat bahwa penyebaran residual tidak homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari plot yang menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan hasil demikian terbukti bahwa terjadi gejala homokedastis atau persamaan regresi memenuhi asumsi non-heteroskedasitas

4.1.5.3   Uji Multikolinearitas


Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji adanya hubungan yang kuat antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Jika terdapat adanya multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak menentu, tingkat kesalahanya menjadi sangat besar dan biasanya akan ditandai dengan adanya nilai koefisien determinasi yang sangat besar khususnya dalam pengujian secara bersama. Sedangkan dalam pengujian secara parsial, koefisien regresi biasanya tidak dipergunakan dan apabila dipergunakan sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan.

Pada penelitian ini, digunakan nilai Variance Inflation Factors (VIF) sebagai indikator ada atau tidaknya multikolinieritas diantara sesama variabel bebas. Untuk menguji ada atau tidaknya pada suatu model yaitu dengan melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang akan diolah.

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficientsa
	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Pajak_Hotel
	.136
	8.141

	
	Pajak_Restoran
	.129
	7.748

	
	Pajak_Hiburan
	.239
	5.882


(Hasil olah data penelitian 2021)
Dari nilai VIF yang telah diperoleh dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa data pada variabel bebas tidak mengandung adanya gejala korelasi yang kuat antara sesama variabel bebas, karena semua nilai VIF yang dihitung lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance diatas 0,1 maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara varibel bebas.
4.1.5.4    Uji Autokorelasi


Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi lainnya. Uji gejala autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	
	
	
	
	
	
	

	dimension0
	1
	.987a
	.975
	.899
	2.56259E10
	2.152
	


(Hasil olah data penelitian 2021)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, nilai Durbin-Watson test diperoleh 2,152 dengan menggunakan derajat kepercayaan (α) 5%. Sampel yang diteliti sebanyak 5. Nlai tersebut berada antara 1,724 - 2,276 sehingga nilai Durbin-Watson menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
4.1.6 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Bandung Tahun 2015-2019

Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah, maka dilakukan beberapa uji yaitu Analisis Regresi Linear Berganda, Koefisien Determinasi dan Uji Hipotesis.

4.1.6.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara varaibel dependen yaitu Pajak Daerah (Variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen yaitu: Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) dan Pajak Hiburan (X3) secara bersama, maka perlu dilakukan uji regresi linear berganda yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.8

Analisis Regresi Linear Berganda antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

Coefficientsa
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	4.369E11
	1.967E11
	
	2.221
	.269

	
	Pajak_Hotel
	2.755
	1.748
	1.326
	3.576
	.036

	
	Pajak_Restoran
	.451
	.492
	.405
	3.917
	.028

	
	Pajak_Hiburan
	9.155
	3.933
	1.877
	4.328
	.025


Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 18.0  di atas maka diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 4.369E11+ 2,755X1+0,451X2+9,155X3 
Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
a. Konstanta sebesar = 4.369E11 menyatakan bahwa jika Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan sama dengan nol dan tidak ada perubahan, maka Pajak Daerah sebesar 4.369E11
b. Nilai koefisien regresi dari Pajak Hotel sebesar 2,755 yang artinya bahwa setiap kenaikan Pajak Hotel sebesar 1 persen, maka akan menaikan Pajak Daerah sebesar 2,755
c. Nilai koefisien regresi dari Pajak Restoran sebesar 0,451 yang artinya bahwa setiap kenaikan Pajak Restoran sebesar 1 persen, maka akan menaikan Pajak Daerah sebesar 0,451
d. Nilai koefisien regresi dari Pajak Hiburan sebesar 9,155 yang artinya bahwa setiap kenaikan Pajak Hiburan sebesar 1 persen, maka akan menaikan Pajak Daerah sebesar 9,155
4.1.6.2 Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi atau pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi (Adjusted R Square).

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	
	
	
	
	
	
	

	dimension0
	1
	.987a
	.975
	.899
	2.56259E10
	2.152
	


Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diketahui bahwa koefisien determinasinya sebesar 0,899 atau 89,90%, artinya bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh terhadap Pajak Daerah sebesar 89,90%, sedangkan sisanya sebesar 10,10% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

4.1.6.3 Uji Hipotesis


Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah variabel independen ada pengaruhnya atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu apabila H0 ditolak pasti H1 diterima

A. 
Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan

	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	2.547E22
	3
	8.489E21
	32.927
	.001a

	
	Residual
	6.567E20
	1
	6.567E20
	
	

	
	Total
	2.612E22
	4
	
	
	


(Hasil olah data penelitian 2021)

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung (32,927) > Ftabel (19,164), artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan demikian variable pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Atau pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas):

· Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima

· Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikan adalah H0 ditolak karena nilai sig. kurang dari 0,05, yaitu 0,001 < 0,05.
B. Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah secara parsial, maka perlu dilakukan pengujian. Untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

Coefficientsa
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	4.369E11
	1.967E11
	
	2.221
	.269

	
	Pajak_Hotel
	2.755
	1.748
	1.326
	3.576
	.036

	
	Pajak_Restoran
	.451
	.492
	.405
	3.917
	.028

	
	Pajak_Hiburan
	9.155
	3.933
	1.877
	4.328
	.025


(Hasil olah data penelitian 2021)
Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, hasil pengolahan data uji hipotesis diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Nilai thitung (3,576) > ttabel (3,182) dan nilai signifikansi 0,036 < 0,05 artinya H0 ditolak, dengan demikian variabel Pajak Hotel  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah

b. Nilai  thitung (3,917) > ttabel (3,182) dan nilai signifikansi 0,028 < 0,05 artinya H0 ditolak, dengan demikian variabel Pajak Restoran  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah

c. Nilai thitung (4,328) > ttabel (3,182) dan nilai signifikansi 0,025 < 0,05  artinya H0 ditolak, dengan demikian variabel Pajak Hiburan  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah.

4.2
 Pembahasan

4.2.1 
Perkembangan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Tahun 2015-2019


Perkembangan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019 umumnya berfluktuatif. Terjadinya fluktuatif pendapatan pajak disebabkan oleh tidak menentunya kedatangan wisatawan domestik dan wisatawan asing. Menurut data yang di dapat pada dinas perpajakan Kota Bandung terjadinya nilai fluktuatif pendapatan pajak dari pajak hotel, restoran dan pajak hiburan salah satunya disebabkan oleh tidak menentunya kedatangan dan keberangkatan wisatawan domestik, wisatawan asing dan masyarakat lokal pada tahun 2015-2019 yang dimana setiap pajak pendapatan daerah Kota Bandung mengalami naik turun hal itu disebabkan oleh kurangnya aktivitas pemerintah dalam kunjungan ke hotel, restoran, tempat hiburan, baik untuk melakukan rapat dan aktivitas lainnya dan selain itu juga lemahnya tingkat kunjungan wisatawan mulai tahun 2015, 2017, hingga 2019 yang dikarenakan juga kurangnya fasilitas ataupun objek wisata yang kurang diperhatikan atau dibenahi yang ada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, karena pada dasarnya meningkatnya pajak pendapatan salah satunya tergantung dari pengunjung wisatawan baik untuk hunian hotel, restoran, dan tempat hiburan.

Sekalipun demikian Pajak Hotel setiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,65%. Kenaikan pendapatan pajak dari hotel di tahun tersebut disebabkan banyaknya pengunjung yaitu wisatawan baik domestik ataupun asing yang  menghuni di hotel-hotel Kota Bandung yang banyak, hasilnya pendapatan hotel meningkat yang berimbas pada kenaikan tertinggi pendapatan pajak daerah Kota Bandung. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Betty Rahayu., (2011) analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul. Rahayu mengemukakan kenaikan pendapatan pajak daerah disebabkan oleh bentuk perhatian pemerintah dalam menggali potensi pajak yang ada serta bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan pajak hotel, bentuk perhatian pemerintah tersebut dalam suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Sementara menurut penelitian oleh DA Cruz Rui,. (2006) yang berjudul “Implemtasi kebijakan pajak hotel sebagai upaya peningkatan PAD di Kabupaten Sleman”. Menjelaskan perlu pembenahan komunikasi, sumber daya keuangan , sikap pelaksana pajak , kondisi usaha wajib pajak dan kebutuhan wajib pajak agar dapat menciptakan hubungan baik untuk kepedulian perlunya pajak terhadap pendapatan aset daerah (PAD) khususnya di sektor pajak hotel.

Intinya terjadinya kenaikan pajak di tahun 2016 disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan asing ke Kota Bandung yang banyak menghini hotel di daerah Bandung, serta adanya program pemerintah salah satunya membangun potensi tempat wisata dan fasilitas hotel serta banyaknya kunjungan dinas pemerintah yang rapat di hotel yang ada di Kota Bandung.

Secara ekonomi salah satu bentuk meningkatkan kenaikan pajak hotel disebabkan oleh banyaknya pelayanan hotel termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran dari pengunjung atau wisatawan. Pajak hotel akan tinggi apabila adanya keterlibatan pemerintah membantu mengembangkan potensi dan fasilitas, serta mengunjungi hotel di wilayah dan daerahnya (Siahaan, 2015:252)
Secara ukuran ekonomi tingginya kenaikan pajak daerah Kota Bandung di tahun 2016 karena adanya keterlibatan pemerintah dalam membangun potensi pelayanan, fasilitas dari setiap hotel-hotel yang ada di Kota Bandung, tidak hanya itu pemerintah juga sering berkunjung dan mengadakan rapat dan pertemuan di hotel hal itu yang menyebabkan pendapat hotel meningkat. Selain itu faktor dari banyaknya wisatawan domestik, ataupun asing di tahun 2016 menginap di hotel yang ada di Kota Bandung. Menurut penelitian Arif Fahmi (2014) “Implementasi peraturan daerah No.4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan terhadap peningkatan PAD dalam perspektif otonomi daerah Yogyakarta”. Menjelaskan bahwa meningkatkan daya tarik kepariwisataan agar semakin banyak wisatawan menggunakan jasa hotel agar PAD meningkat. Peningkatan daya tarik wisatawan dengan cara mendukung keberagaman obyek pariwisata yang meliputi : wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata kuliner wisata khusus dan wisata belanja. Sehingga hal itu berimbah pada perkembangan Pajak Hotel di Kota Bandung Periode 2015-2019 tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,65%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,82%.
Dari  pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 32,95%. Pajak hiburan  mengalami fluktuatif, dimana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 38,42%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,17%. Secara ekonomi pendapatan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2016 disebabkan oleh banyaknya masyarakat lokal, wisatawan domestik, dan wisatawan asing yang berkunjung ke restoran daerah Bandung. Sesuai data yang di dapat dari dinas perpajakan Kota Bandung di tahun 2016 terdapat peningkatan bayar pajak dari pelaku usaha restoran hal itu disebabkan tingginya pengunjung yang datang ke restoran yang ada di Kota Bandung. Sekalipun di tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan pajak apalagi pada saat terjadi pandemi paska diberlakukannya PSBB di akhir bulan desember 2019 yang memengaruhi sepinya pengunjung ke restoran yang ada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. 
Tidak hanya itu, keterlibatan pemerintah dalam membenah dan mendukung fasilitas dan tempat wisata seperti keberagaman obyek pariwisata yang meliputi : wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata kuliner wisata khusus dan wisata belanja.
Secara ekonomi, perhatian pemerintah daerah dalam membenah dan mendukung setiap fasilitas dan tempat wisata yang beragam akan menciptakan daya tarik bagi wisatawan dan hal itu akan berimbas pada salah satu aset pajak di sektor restoran atau tempat wisata kuliner. Artinya guna meningkatkan naiknya pajak daerah bukan hanya pada pelaku usaha restoran dan pelaku usaha lainnya, melainkan adanya keterlibatan pemerintah setempat dalam memfasilitasi dan mendukung berkembangnya objek wisatanya (Munandar, 2018: 87).
Berlandaskan data yang di dapat dari dinas perpajakan Kota Bandung terjadinya kenaikan pendapatan pajak restoran di tahun 2016 sebesar 32,83%, salah satunya disebabkan oleh adanya pembenahan dan adanya dukungan dari pemerintah Kota Bandung dalam membangun fasilitas obyek pariwisata yang meliputi : wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata kuliner wisata khusus dan wisata belanja. Hal itu yang kemudian berdampak pada naiknya omset pelaku usaha restoran yang mengakibatkan meningkatnya bayar pajak pada pemerintah daerah Kota Bandung. 

Menurut penelitian Sugiyanto (2014) “Implementasi kebijkan pelaksanaan pajak restoran kota tanjung pinang (studi kasus pada DPPKAD kota Tanjungpianang”. Menjelaskan bahwa salah satu bentuk perhatian DPPKAD terhadap pajak restoran di Kota Tanjungpinang kepada wajib pajak restoran. Dimana DPPKAD mencari terobosan-terobosan baru pagar implementasi berjalan dengan baik terutama dengan aturan yang ada khususnya masalah penindakan tegas bagi wajib pajak yang membandel dan DPPKAD berperan dalam sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pajak kepada wajib pajak. Dari kajian terdahulu diatas maka sebagai acuanpenulis ingin membahas lebih dalam tentang implementasi kebijakan pajak perhotelan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten anambas pada tahun 2014. Sebagaimana permasalahan yang akan dibahas untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD dalam implenentasi kebijakan pajak hotel tersebut.
Apabila dikaitkan dengan pembahasan penelitian dapat di simpulan bahwa perkembangan Pajak Restoran di Kota Bandung Periode 2015-2019 umumnya mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 32,83%, di sebabkan oleh beberapa faktor yang pertama banyaknya masyarakat lokal, wisatawan domestik, dan wisatawan asing yang berkunjung ke restoran daerah Bandung. Sesuai data yang di dapat dari dinas perpajakan Kota Bandung di tahun 2016 terdapat peningkatan bayar pajak dari pelaku usaha restoran hal itu disebabkan tingginya pengunjung yang datang ke restoran yang ada di Kota Bandung. Serta adanya keterlibatan pemerintah dalam membenah dan mendukung fasilitas dan tempat wisata seperti keberagaman obyek pariwisata yang meliputi : wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata kuliner wisata khusus dan wisata belanja seperti restoran. 
Pajak reklame mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 85,56%, sedangkan penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 49,87%. Sesuai dengan data pajak yang didapatkan di perpajakan Kota Bandung, kenaikan pajak reklame di tahun 2018 disebabkan banyaknya pemasangan iklan produk yang mempromosikan produk dan jasanya melalui baliho, spanduk, dan pemasangan iklan yang berizin. Hal itu yang memengaruhi nilai pendapatan pajak dari perusahaan kepada pemasukan pajak Kota Bandung. Sekalipun di tahun sebelumnya ada penurunan pajak reklame karena tidak banyak peruhaan yang menggunakan reklame baik produk maupun non produk.

Secara ekonomi banyaknya pemasangan iklan yang tersaji dan berizin baik berbentuk baliho, spanduk, dan pemasangan iklan lainnya akan meningkatkan pendapatan pajak reklame bagi dinas perbajakan daerah. Hal itu disebabkan karena salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapat daerah melalui pajak adalah pajak reklame. Semakin banyak reklame yang berizin maka akan berdampak pada kenaikan pajak atau meningkatnya pajak pendapatan dari pelaku usah yang berizin reklame (Soemitro, 2015 : 88).
Adanya kenaikan tinggi di tahun 2018 sebesar 85,56%, salah satunya disebabkan oleh banyaknya pemasangan iklan produk yang mempromosikan produk dan jasanya melalui baliho, spanduk, dan pemasangan iklan yang berizin. Hal itu yang memengaruhi nilai pendapatan pajak dari perusahaan kepada pemasukan pajak Kota Bandung. Sekalipun di tahun sebelumnya ada penurunan pajak reklame karena tidak banyak peruhaan yang menggunakan reklame baik produk maupun non produk.
Untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,95% dan penurunan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,44%. Berlandaskan data yang didapat di dinas perpajakan Kota Bandung menyebutkan tinggnya pajak PPJ di tahun 2015 disebabkan oleh banyaknya penggunaan listrik pribadi dan badan yang menggunakan tenaga listrik sehingga dengan banyaknya penggunaan listrik pribadi dan badan yang menggunakan listrik memengaruhi tingkat kenaikan pajak pendapatan daerah Kota Bandung 
Kenaikan pajak PPJ terjadi apabila tingkat pemakaian listrik secara pribadi dan badan semakin banyak dan insten. Secara hukum ekonomi peningkatan pajak daerah salah satunya tergantung dari adanya tingkat kenaikan penggunaan listrik masyarakat dan perusahaan, atau kepemerintahan secara berkala dan hal itu yang dapat memengaruhi kenaikan pajak PPJ semakin tinggi dan rasional (Mardiasmo, 2016 : 119).

Untuk Pajak Parkir kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 66,54%, Sesuai dengan data yang didapat dari dinas perpajakan Kota Bandung menyebutkan bahwa tingginya kenaikan pajak parkir di tahun 2015 disebabkan oleh banyaknya masyarakat baik lokal, domestik, dan asing menggunakan parkir di luar badan jalan baik yang disediakan di tempat usaha mall, hotel, restoran, tempat wisata dan lain sebagainya, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kota Bandung. Hal itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung di sektor pajak parkir tinggi di tahuh 2015. Menurut jurnal Mourin M. Mosal, 2013 “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado”, menjelaskan bahwa:

Pajak Parkir menyataan bahwa pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpakiran atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.

Semakin banyak pemungutan pajak parkir oleh pemerintah daerah dari pengelola parkir, parkir gedung, hotel. mall, ataupun lokasi pengelolaan parkir strategis hal itu akan memicu tingkat kenaikan pajak daerah. Terjadinya peningkatan pajak parkir di tahun 2015 disebabkan karena peran pemerintah dalam penanganan dan pemungutan parkir sesuai dengan program dan prosedur yang ditetapkan serta adanya pengontrolan pengelolaan parkir yang membuat tahun 2015 kenaikan bisa mencapai 66,54% di bandingkan dengan tahun sebelum dan sesuahnya.
Pada BPHTB umumnya terjadi penurunan kecuali pada tahun 2016 dan 2017 yang mengalami kenaikan. Penurunan BPHTB tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 15,22%. Berlandaskan data yang di dapat peneliti di  dinas perbajakan Kota Bandung nilai pajak tertinggi di tahun 2016 – 2017 dimana tahun tersebut peningkatan pajak sebesar 29,62 disebabkan oleh banyaknya masyarakat membayar pajak atas hak tanah dan hak guna tanah yang membayar pajak. 
BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia, baik karena pemindahan hak dari orang pribadi atau badan kepada orang pribadi atau badan lainnya maupun karena pemberian hak baru oleh pemerintah atau negara kepada orang pribadi atau badan. Karena perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang diperoleh orang pribadi atau badan (Marihot.,2016 : 241). 
Pajak BPHTB pada hakikatnya merupakan salah satu pajak objektif atau pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pertama-tama pada apa yang menjadi objek pajak baru kemudian memerhatikan siapa yang menjadi objek pajak baru kemudian memerhatikan siapa yang menjadi subjek pajak. Pemungutan BPHTB salah satunya dapat dilakukan dengan cara self assessment system, Self assessment system adalah sistem perpajakan yang inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di Wajib Pajak. Kenaikan pajak sebesar 29,62% terjadi karena pada tahun 2016 hingga 2017 banyaknya masyarakat membayar pajak Pemindahan hak karena jual beli, pajak tukar tambah, pajak hibah, pajak hibah wasiat, pajak waris, pajak pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pajak pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pajak penunjukan pembeli dalam lelang, pajak penggabungan usaha, pajak peleburan usaha, pajak pemekaran usaha, pajak hadiah.
Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Bandung Periode 2015-2019 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 0,17%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 38,42%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,42%. Kondisi Penerimaan Pajak Hiburan di kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan dan mencapai target yang sudah ditentukan khususnya di tahun 2016. Hanya saja pada tahun 2014 dan 2015 dan tahun 2018 mengalami penurunan pencapaian target seiring bertambahnya target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut data dari dinas perpajakan Kota Bandung, Pajak hiburan tahun 2014, 2015, dan 2018 masuk pada katagori rendah hal ini dikarenakan adanya himbauan dari kepolisian tentang himbauan jam operasional, pengenaan tarif 35% dianggap terlalu memberatkan pengusaha, belum adanya data potensi Pajak hiburan untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan Pajak hiburan dan adanya tunggakan pajak daerah dari piutang Pajak hiburan yang belum dibayarkan oleh wajib Pajak hiburan.

Secara hitungan ekonomi adanya nilai naik dan turun pajak hiburan ditentukan oleh situasi dan kondisi jam operasional yang dibatasi pihak pemerintah setempat. Hal itu akan memengaruhi pendapatan pelaku usaha di sektor hiburan apalagi di berlakukannya operasional jam malam yang dibatasi sehingga secara ekonomi dapat memberatkan pengusaha yang pada akhirnya tidak mencapai target penghasilan dan pendapatan (Mardiasmo.,2016:88).

Belandaskan kutipan menjelaskan bahwa adanya fluktuatif pada pajak hiburan daerah Kota Bandung dapat ditentukan oleh kondisi jam operasional yang dibatasi pihak pemerintah setempat. Hal itu akan memengaruhi pendapatan pelaku usaha di sektor hiburan apalagi di berlakukannya operasional jam malam yang dibatasi sehingga secara ekonomi dapat memberatkan pengusaha yang pada akhirnya tidak mencapai target penghasilan dan pendapatan. Menurut penelitian Rahmi (2011) yang berjudul “Implementasi kebijakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha SPA (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2011)”. Menjelaskan bahwa tentang permasalahan yang terkait benturan antara pemerintah pusat dengan PPN dan pemerintah daerah dengan pajak hiburan atas usaha SPA tersebut. Benturan yang dimaksud dikarenakan pemungutan pajak oleh pemerintah pusat yang memungkinkan terjadinya pajak berganda karena kurang maksimalnya upaya komunikasi dan kurangnya sumber daya manusia. 
Apabila dikaitkan dengan pembahasan penelitian bahwa kebijakan penerapan jam operasional hiburan dapat memengaruhi nilai pendapatan pelaku usahanya dan hal itu berimbas pada naik turunnya pembayaran pajak di Kota Bandung. Hal itu juga yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah Kota Bandung agar tidak terjadi lagi fluktuatif dari pajak hiburan sekalipun kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 38,42%, akan tetapi di tahun 2018 dan 2019 kenaikan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,42% faktor utamanya disebabkan oleh di berlakukannya jam operasional hiburan yang dapat memengaruhi nilai pendapatan pelaku usaha di sektor hiburan tersebut.
4.2.2 
Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh suatu persamaan regresi:linear berganda Y = 4.369E11+ 2,755X1+0,451X2+9,155X3 , artinya Konstanta sebesar = 4.369E11 menyatakan bahwa jika Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan sama dengan nol dan tidak ada perubahan, maka Pajak Daerah sebesar 4.369E11. Nilai koefisien regresi dari Pajak Hotel sebesar 2,755 yang artinya bahwa setiap kenaikan Pajak Hotel sebesar 1 persen, maka akan menaikan Pajak Daerah sebesar 2,755. Nilai koefisien regresi dari Pajak Restoran sebesar 0,451 yang artinya bahwa setiap kenaikan Pajak Restoran sebesar 1 persen, maka akan menaikan Pajak Daerah sebesar 0,451. Nilai koefisien regresi dari Pajak Hiburan sebesar 9,155 yang artinya bahwa setiap kenaikan Pajak Hiburan sebesar 1 persen, maka akan menaikan Pajak Daerah sebesar 9,155. Koefisien determinasinya sebesar 0,899 atau 89,90%, artinya bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh terhadap Pajak Daerah sebesar 89,90%, sedangkan sisanya sebesar 10,10% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.
Hasil uji hipotesis diperoleh bahwa nilai Fhitung (32,927) > Ftabel (19,164), artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan demikian variable pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurul Lisa (2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Kemudian penelitian Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2018), Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dan parsial dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Aznedra (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara bersama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun berbeda dengan penelitian Muhammad Adtyatma Olga (2021), hasil penelitian disimpulkan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, Pajak Restoran berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat.
Hasil uji hipotesis secara parsial diperoleh bahwa Nilai thitung (3,576) > ttabel (3,182) dan nilai signifikansi 0,036 < 0,05 artinya H0 ditolak, dengan demikian variabel Pajak Hotel  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Nurul Liza (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Kemudian penelitian Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Adyatma Olga (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Juga penelitian yang dilakukan Aznedra (2017) hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Wilayah Kota Bandung.

Pajak hotel sebagai objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pelayanan, termasuk jasa penunjang fasilitas olahraga dan hiburan. Sebagai jasa penunjangnya dapat beragam seperti telepon, warnet, fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, setrika, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan hotel. Tetapi terdapat jasa yang tidak/dikecualikan sebagai objek hotel: Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejeninya. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum (Waluyo., 2011 : 240). 
Secara ukuran ekonomi tingginya kenaikan pajak daerah Kota Bandung di tahun 2016 karena adanya keterlibatan pemerintah dalam membangun potensi pelayanan, fasilitas dari setiap hotel-hotel yang ada di Kota Bandung, tidak hanya itu pemerintah juga sering berkunjung dan mengadakan rapat dan pertemuan di hotel hal itu yang menyebabkan pendapat hotel meningkat. Selain itu faktor dari banyaknya wisatawan domestik, ataupun asing di tahun 2016 menginap di hotel yang ada di Kota Bandung.

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Nilai  thitung (3,917) > ttabel (3,182) dan nilai signifikansi 0,028 < 0,05 artinya H0 ditolak, dengan demikian variabel Pajak Restoran secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Kemudian penelitian Aznedra (2017) yang menyatakan bahwa pajak restoran sebagian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Selanjutnya penelitian Nurul Liza (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bandung. Lebih lanjut penelitian Muhammad Adyatma Olga (2021) hasil penelitiannya menyimpilkan bahwa ajak restoran berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran, termasuk di dalamnya, Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan (Halim, 2014 : 146).

Berlandaskan data terjadinya kenaikan pendapatan pajak restoran di tahun 2016 salah satunya disebabkan oleh adanya pembenahan dan adanya dukungan dari pemerintah Kota Bandung dalam membangun fasilitas obyek pariwisata yang meliputi : wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata kuliner wisata khusus dan wisata belanja. Hal itu yang kemudian berdampak pada naiknya omset pelaku usaha restoran yang mengakibatkan meningkatnya bayar pajak pada pemerintah daerah Kota Bandung. 

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Nilai thitung (4,328) > ttabel (3,182) dan nilai signifikansi 0,025 < 0,05  artinya H0 ditolak, dengan demikian variabel Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Adyatma Olga (2021) hasil penelitian menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah Jawa Barat.

Pajak hiburan pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/ kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Marihot., 2016: 298).
Secara hitungan ekonomi adanya pengaruh antara pajak hiburan pada pajak daerah naik hal itu biasanya ditentukan oleh situasi dan kondisi jam operasional yang dibatasi pihak pemerintah setempat. Hal itu akan memengaruhi pendapatan pelaku usaha di sektor hiburan apalagi di berlakukannya operasional jam malam yang dibatasi sehingga secara ekonomi dapat memberatkan pengusaha yang pada akhirnya tidak mencapai target penghasilan dan pendapatannya.
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015 – 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Bandung tahun 2015-2019.

Perkembangan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019 umumnya berfluktuatif. Pajak Hotel setiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,65%. Dari  pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 32,95%. Pajak hiburan  mengalami fluktuatif, dimana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 38,42%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,17%. Pajak reklame mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 85,56%, sedangkan penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 49,87%. Untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,95% dan penurunan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,44%. Untuk Pajak Parkir kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 66,54%, Untuk Pajak Air Tanah kenaikan juga terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 16,29%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,22%. Pada BPHTB umumnya terjadi penurunan kecuali pada tahun 2016 dan 2017 yang mengalami kenaikan. Penurunan BPHTB tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 15,22%. Untuk Pajak Bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 29,62%.


Perkembangan Pajak Hotel di Kota Bandung Periode 2015-2019 umumnya mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,65%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,82%.

Perkembangan Pajak Restoran di Kota Bandung Periode 2015-2019 umumnya mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 32,83%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 13,30%.

Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Bandung Periode 2015-2019 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 0,17%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 38,42%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,42%.

2. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Bandung Tahun 2015-2019

a. Berdasarkan hasil koefisien determinasi dan uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh terhadap Pajak Daerah sebesar 89,90%, sedangkan sisanya sebesar 10,10% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini
b. Secara parsial menunjukkan bahwa:
· Pajak Hotel  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah
· Pajak Restoran  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah
· Pajak Hiburan  secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan masukan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut :
1. Dinas pendapatan asli daerah kota Bandung harus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan agar mereka lebih menyadari hak dan kewajiban yang dimilikinya sehingga kenaikan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan diikuti oleh kenaikan laju pertumbuhan. 

2. Dilihat dari pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Bandung yang signifikan, sebaiknya dinas pendapatan asli daerah lebih memaksimalkan lagi pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Bandung dengan melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap terhadap subjek maupun objek pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 

3. Dinas pendapatan asli daerah kota Bandung sebaiknya terus berupaya meningatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang memiliki hubungan yang sangat erat terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung. 

4. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Bandung diharapkan meningkatkan realisasi dan target yang ditetapkan pertahunnya. Peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan juga akan meningkatkan PAD dikota Bandung. Maka dengan adanya peningkatan penerimaan PAD dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan Kota Bandung.
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LAMPIRAN
Operasional Variable

	Jenis

Variabel
	Nama

Variabel
	Definisi

Variabel
	Satuan

Variabel

	Dependen (Y)
	Pajak Daerah
	Jumlah Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2015  - 2019
	Miliar Rupiah

	Independen (X1)
	Pajak Hotel
	Jumlah Pajak Hotel Kota Bandung tahun 2015  - 2019
	Miliar Rupiah

	Independen (X2)
	Pajak Restoran
	Jumlah Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2015  - 2019
	Miliar Rupiah

	Independen (X3)
	Pajak Hiburan
	Jumlah Pajak Hiburan Kota Bandung tahun 2015  - 2019
	Miliar Rupiah


Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

	No
	Jenis Pajak
	Tahun

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Pajak Hotel
	204.149.137.826
	215.285.361.236
	274.809.331.603
	295.385.661.260
	300.755.546.433
	314.143.877.828

	2
	Pajak Restoran
	142.376.159.558
	181.868.358.707
	241.788.513.937
	278.746.865.420
	325.361.592.020
	368.643.895.428

	3
	Pajak Hiburan
	41.821.932.324
	50.449.101.884
	69.831.106.484
	85.094.574.308
	88.856.425.387
	88.704.010.524

	4
	Pajak Reklame
	23.641.404.085
	18.107.052.336
	25.653.533.922
	12.861.104.404
	23.864.890.222
	29.493.496.814

	5
	PPJ
	159.123.681.023
	178.144.137.262
	177.358.328.595
	193.033.914.175
	201.170.794.796
	204.101.851.307

	6
	Pajak Parkir
	12.150.329.775
	20.234.816.571
	29.289.132.387
	40.725.968.079
	43.748.946.683
	45.271.125.039

	7
	Pajak Air Tanah
	26.020.552.937
	30.260.440.425
	33.686.169.278
	30.581.815.038
	33.168.913.979
	34.960.760.819

	8
	BPHTB
	418.787.336.368
	399.885.860.295
	440.329.093.979
	696.097.106.899
	590.172.209.524
	511.182.179.626

	9
	PBB
	372.793.298.489
	391.020.956.093
	418.672.217.892
	542.682.971.717
	552.130.023.174
	558.077.967.777

	
	Rata-rata
	155.651.536.932
	165.028.453.868
	190.157.492.009
	241.689.997.922
	239.914.371.358
	239.397.685.018

	
	Max
	418.787.336.368
	399.885.860.295
	440.329.093.979
	696.097.106.899
	590.172.209.524
	558.077.967.777

	
	Min
	12.150.329.775
	18.107.052.336
	25.653.533.922
	12.861.104.404
	23.864.890.222
	29.493.496.814


Sumber: Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung, 2021

          Perkembangan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019
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Pendapatan Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2015-2019

	No
	tahun
	realisasi
	Pertumbuhan (+/-)

	1
	2014
	204.149.137.826.00
	

	2
	2015
	215.285.361.236.00
	5,45

	3
	2016
	274.809.331.603.00
	27,65

	4
	2017
	295.385.661.260.00
	7,49

	5
	2018
	300.755.546.433.00
	1,82

	6
	2019
	314.143.877.828.00
	4,45

	
	Rata-rata
	267.421.486.031.00
	

	
	Max
	314.143.877.828.00
	

	
	Min
	204.149.137.826.00
	


             Sumber: Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung, 2021

Perkembangan Pajak Hotel di Kota Bandung Tahun 2015-2019
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Pendapatan Pajak Restoran Kota Bandung Tahun 2015-2019

	No
	Tahun
	Pajak Restoran
	Pertumbuhan (+/-)

	1
	2014
	142.376.159.558.00
	

	2
	2015
	181.868.358.705.00
	27,74

	3
	2016
	241.571.411.389.00
	32,83

	4
	2017
	278.746.865.420.00
	15,39

	5
	2018
	325.361.592.020.00
	16,72

	6
	2019
	368.643.895.428.00
	13,30

	
	Rata-rata
	256.428.047.086.67
	

	
	Max
	368.643.895.428.00
	

	
	Min
	142.376.159.558.00
	


     Sumber: Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung, 2021

Perkembangan Pajak Restoran di Kota Bandung Tahun 2015-2019
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Pendapatan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2015-2019

	No
	Tahun
	Pendapatan Pajak Hiburan
	Pertumbuhan (+/-)

	1
	2014
	40.730.151.211.00
	

	2
	2015
	50.449.101.884.00
	23,86

	3
	2016
	69.831.106.484.00
	38,42

	4
	2017
	85.094.574.308.00
	21,86

	5
	2018
	88.856.425.387.00
	4,42

	6
	2019
	88.704.010.524.00
	(0,17)

	
	Rata-rata
	70.610.894.966.33
	

	
	Max
	88.856.425.387.00
	

	
	Min
	40.730.151.211.00
	


     Sumber: Dinas Pelayanan Pajak  Kota Bandung, 2021

Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Bandung Tahun 2015-2019
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Hasil Uji Normalitas Data

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	5

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000107

	
	Std. Deviation
	1.28129290E10

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.200

	
	Positive
	.171

	
	Negative
	-.200

	Kolmogorov-Smirnov Z
	.447

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.988
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Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficientsa
	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Pajak_Hotel
	.136
	8.141

	
	Pajak_Restoran
	.129
	7.748

	
	Pajak_Hiburan
	.239
	5.882


Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	
	
	
	
	
	
	

	dimension0
	1
	.987a
	.975
	.899
	2.56259E10
	2.152
	


Analisis Regresi Linear Berganda antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

Coefficientsa
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	4.369E11
	1.967E11
	
	2.221
	.269

	
	Pajak_Hotel
	2.755
	1.748
	1.326
	3.576
	.036

	
	Pajak_Restoran
	.451
	.492
	.405
	3.917
	.028

	
	Pajak_Hiburan
	9.155
	3.933
	1.877
	4.328
	.025


Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	
	
	
	
	
	
	

	dimension0
	1
	.987a
	.975
	.899
	2.56259E10
	2.152
	


Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan

	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	2.547E22
	3
	8.489E21
	32.927
	.001a

	
	Residual
	6.567E20
	1
	6.567E20
	
	

	
	Total
	2.612E22
	4
	
	
	


Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

Coefficientsa
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	4.369E11
	1.967E11
	
	2.221
	.269

	
	Pajak_Hotel
	2.755
	1.748
	1.326
	3.576
	.036

	
	Pajak_Restoran
	.451
	.492
	.405
	3.917
	.028

	
	Pajak_Hiburan
	9.155
	3.933
	1.877
	4.328
	.025
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